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Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan Nilai
Pabean atas PIB Nomor : 029126 tanggal 23 Januari 2013, berupa importasi Spare Parts
for Diesel Engine (6 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal : China, yang
diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan total Nilai Pabean sebesar CIF
USD73,920.00 dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD87,817.50,;

Menurut :  bahwa berdasarkan penelitian terhadap data importasi KPU Tanjung Priok, maka metode

Terbanding penetapan nilai pabean yang digunakan ialah metode pengulangan (fallback) dengan
menggunakan metode Nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fieksibel
(Metode VI1.3);

Menurut Pemohon :  bahwa Pemohon Banding adalah importir jalur kuning, dimana jalur kuning tersebut

Banding Pemohon Banding peroleh setelah melalui penelitian dan importasi Pemohon Banding

sejak tahun 2004, dan Pemohon Banding pun telah berkali-kali di audit oleh Bea dan

Cukai, terdaftar di Kantor Pajak Madya serta di audit oleh Kantor Pajak;

bahwa komoditi yang Pemohon Banding impor ini merupakan komoditi yang sering
diimpor sejak tahun 2007, dimana sudah sering pula yang di SPPB Iangsung;

Menurut Majelis :  bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi PIB Nomor: 029126 tanggal 23
Januari 2013 pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berupa
importasi Spare Parts for Diesel Engine (6 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB),
Negara asal : China, dengan Nilai Pabean diberitahukan pada CIF USD73,920.00 yang
oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan menjadi
sebesar CIF USD87,817.50, yang mengakibatkan jumlah pungutan yang terutang pada
SPTNP sebesar Rp.21.960.000,00, yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa Terbanding dalam “Menimbang” huruf b sampai dengan ¢ Keputusan Terbanding
Nomor: KEP-1935/KPU.01/2013 tanggal 4 April 2013 menyatakan :

“b. bahwa berdasarkan penelitian data-data pendukung yang diserahkan Pemohon,
kedapatan Nilai Transaksi sebesar CIF USD 73,920.00 yang diberitahukan di dalam
PIB nomor 029126 tanggal 23 Januari 2013, tidak dapat diyakini kebenarannya
karena tidak terdapat cukup bukti;

¢. bahwa berdasarkan basil penelttian di atas, maka harga yang diberitahukan dalam PIB
No. 029126 tanggal 23 Januari 2013 tidak dapat diterima sebagai Nilal transaksi, dan
selanjutnya Nilai Pabean ditetapkan sesuai dengan ketentuan penetapan nilai pabean
sebagaimana dimaksud pada PMKI160/PMK.04/2010;”

bahwa Majelis meminta kepada Terbanding untuk menyerahkan bukti-bukti yang
mendukung penetapan nilai pabean;

bahwa dalam persidangan, Terbanding menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan
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putusan brgfvrs}ell( %Hz?sg elrjrglo%b%oﬁgnding yang hadir dalam sidang menyatakan bahwa nilai impor
yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan PIB yang disampaikan kepada
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
bahwa Majelis meminta Pemohon Banding menyerahkan dokumen-dokumen pendukung
1mportasi;

bahwa selanjutnya dalam sidang, Kuasa Pemohon Banding menunjukkan kepada Majelis
dokumen-dokumen pendukung berupa :

Purchase Order;
Sales Contract;
Commercial Invoice;
Packing List;

Bill of Lading;

Form E

Shipping Insurance;
Telegraphic Transfer;
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Rekening Koran Bank Mandiri;
. Buku Bank Keluar Mandiri;
. Buku Besar Persediaan Barang Dagang Dalam Perjalanan
. Buku Besar Bank Mandiri;
. PIB;
. Tanda Terima Penyerahan Dokumen;
. SPPB;

. Jaminan Tunai;
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. Jurnal Pembelian;
. Rekening Koran Bank UOB Buana
. SPT Masa PPN dan PPn BM;

. Voucher Bank Keluar Buana;
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bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding
diperoleh petunjuk bahwa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor : 029126 tanggal 23 Januari 2013yang
mengakibatkan terbitnya SPTNP Nomor: SPTNP-001563/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013
tanggal 5 Februari 2013 sebesar Rp.21.960.000,00;

bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1935/KPU.01/2013 tanggal
4 April 2013, Terbanding telah menolak permohonan keberatan Pemohon Banding yang
diajukan dengan Surat Keberatan Nomor: 091-COIN/INK/II/13 tanggal 5 Februari 2013;
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1. Penetapan Nilai Pabeah olehKantor Pelayanan Utama Bea dan
putusan.mahkamahagung.é;&.(ld

ai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan oleh Terbanding
dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1935/KPU.01/2013

tanggal 4 April 2013

bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding
diperoleh petunjuk bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat
Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung
Priok adalah berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006
menyatakan:

“Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk
penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean;”

bahwa Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 029126
tanggal 23 Januari 2013 berdasarkan Peraturan Terbanding Nomor: P-42/BC/2008
tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor
Untuk Dipakai, yang telah diubah dengan Peraturan Terbanding Nomor: P-08/BC/2009
tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan
Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa penetapan nilai pabean yang dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 16
ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuan pelaksanaannya diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September
2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang
Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006
menyatakan:

“Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang
bersangkutan;”

bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/
PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea
Masuk disebutkan bahwa:

“Pasal 7
(1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima

sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian
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1. diberlakukan atau diharuskan “oleh peraturan perundang-undangan yang
putusan.mahkamah @gﬂgﬂt%dﬂam Daerah Pabean;
2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang
bersangkutan; atau
3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;

b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap
transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor
yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;

c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf
d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds
tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang
seharusnya dibayar; dan

d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.

Direktori PuttigarrMalak embetiednyerag Resublik Inc!i onesia

(2) Tata cara mengenai penelitian pengaruh hubungan antara penjual dan pembeli
terhadap harga barang, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan
Menteri Keuangan ini;

Pasal 8

Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk

menentukan nilai pabean dalam hal:

a. barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan
untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;

b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang
sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau
data yang objektif dan terukur; dan/atau

d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang
objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean’;

bahwa Terbanding dalam “Menimbang” huruf b sampai dengan d Keputusan
Terbanding Nomor: KEP-1935/KPU.01/2013 tanggal 4 April 2013 menyatakan :

”b. bahwa berdasarkan penelitian data-data pendukung yang diserahkan Pemohon,
kedapatan Nilai Transaksi sebesar CIF USD 73,920.00 yang diberitahukan di
dalam PIB nomor 029126 tanggal 23 Januari 2013, tidak dapat diyakini
kebenarannya karena tidak terdapat cukup bukti;

¢. bahwa berdasarkan basil penelttian di atas, maka harga yang diberitahukan dalam
PIB No. 029126 tanggal 23 Januari 2013 tidak dapat diterima sebagai Nilal
transaksi, dan selanjutnya Nilai Pabean ditetapkan sesuai dengan ketentuan
penetapan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada PMKI160/PMK.04/2010;

d. bahwa berdasarkan penelitian terhadap data importasi KPU Tanjung Priok, maka
metode penetapan nilai pabean yang digunakan ialah metode pengulangan
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diterapkan secara fieksibel (Metode VI.
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor:
KEP-1935/KPU.01/2013 tanggal 4 April 2013 tersebut, diketahui alasan yang
digunakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok bahwa
Metode I atau nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean memakai
kriteria Pasal 8 butir d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal
01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk tersebut yang
menyatakan:

“Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang
objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean’;

bahwa Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan adalah pelaksanaan dari Pasal
16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010
tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk dan
Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa:

“Dalam rangka menetapkan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai melakukan
penelitian terhadap pemberitahuan nilai pabean yang tertera pada dokumen PIB dan
semua dokumen yang menjadi lampirannya;”

bahwa selanjutnya Pasal 22 ayat (2) huruf f Keputusan Terbanding ini menyatakan:

“Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
f. Menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada
Pemberitahuan Pabean Impor;”

bahwa LPPNP adalah dokumen penelitian dan penetapan nilai pabean yang wajib
dibuat oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe
A Tanjung Priok berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/
PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea
Masuk yang menyatakan bahwa:

“Pasal 32

1) Dalam melakukan penetapan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai harus mengisi
Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean.

2) Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan kertas kerja dan risalah penetapan nilai pabean yang dilakukan
oleh Pejabat Bea dan Cukai”.
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bahwa karena SPTNP tersebut diatas tidak"memuat data nilai pabean yang ditetapkan
putusan.m&ghaﬁg%ﬂgﬁg’g MK LPPNP adalah merupakan dokumen penetapan nilai pabean
oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A
Tanjung Priok seperti dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10

tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17
Tahun 2006;

bahwa dalam persidangan, Terbanding menyerahkanLembar Penelitian dan Penetapan
Nilai Pabean (LPPNP) kepada Majelis;

bahwa Terbanding dalam butir 11 Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean
(LPPNP) menyatakan:

“11. Kesimpulan/Catatan Lainnya :
Berdasarkan bukti/data yang obyektif dan terukur nilai transaksi sebagai nilai
pabean tidak dapat diterima.

Pejal
Pemberitahuan Impor Barang l Hasil Pemeriksaan Fisik ‘
Pos |Nama Barang Sat |Jumlah |Valuta |CIF/Unit |Nama Barang Sat  |Jumlah
1 R175 Fuel Inj. Pump Assy |Pce |3000 USD 1.9 R175 Fuel Inj. Pump Assy  |pce | 3000
METODE PENETAPAN ‘
pos |No. PIB No.Key |Nama Barang Sat | Val Harga Metode dan
DbNP Satuan | Alasan
No Tol Tgl B/L / ] (CIF)
1 7616 7 Jan 13 |22-Des-12 Fuel Inj. Pump Assy pce |USD |6,53 1ll serupa
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menimbang . bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk
mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga nilai pabean
atas importasi berupa 3.400 Cartons Fuel inj. pump assy, fuel injector assy (Diesel Engine
Part) Negara asal China ditetapkan sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Nomor: 029126 tanggal 23 Januari 2013 dengan nilai pabean sebesar CIF USD73,920.00;

Memperhatikan  :  Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, pemeriksaan dan
pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;
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10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

putusangai<AMaRag Qa%,gﬂrf&lang—undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
42 Tahun 2009;

Memutuskan :  Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1935/KPU.01/2013 tanggal 4 April 2013
tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean
(SPTNP) Nomor: SPTNP-001563/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 5 Februari 2013,
atas nama: PT. XXX, sehingga nilai pabean atas importasi berupa 3.400 Cartons Fuel inj.
pump assy, fuel injector assy (Diesel Engine Part) Negara asal China ditetapkan sesuai
dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 029126 tanggal 23 Januari 2013
dengan nilai pabean sebesar CIF USD73,920.00;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013, berdasarkan
Musyawarah Majelis VII Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera
Pengganti sebagai berikut :

Ir. J.B. Bambang Widyastata sebagai Hakim Ketua,
Karlan Sjaibun Lubis sebagai Hakim Anggota,
Drs. Bambang Sudjatmoko. sebagai Hakim Anggota,
Lalita Irawati, SE., MM. sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis
tanggal 30 Januari 2014, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti,
serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.
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